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BUPATI PEKALONGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 
NOMOR            TAHUN 2024 

 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PEKALONGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala 

Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir; 

b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 103); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 108). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

dan 

BUPATI PEKALONGAN 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.  

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah yang meliputi Peraturan Daerah APBD dan 

Peraturan Daerah Perubahan APBD. 

6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah 

selaku entitas pelaporan selama suatu periode 

pelaporan. 

7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat 

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 

pendapatan-LRA, belanja-LRA, surplus/defisit-LRA, 

pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan 

anggaran, yang masing-masing diperbandingkan 

dengan anggarannya dalam satu periode. 

8. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 

selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang 

menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL 

tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, 

SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 
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9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi 

posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 

utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

10. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO 

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

seluruh kegiatan operasional keuangan entitas 

pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban 

dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas 

pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan 

periode sebelumnya. 

11. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK 

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas 

selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan 

setara kas pada tanggal pelaporan. 

12. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat 

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi 

mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas 

awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 

13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya 

disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan 

informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau 

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, 

LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka 

pengungkapan yang memadai. 

14. Perusahaan Daerah adalah badan usaha dengan 

sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 2 
 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa 

laporan keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar 

laporan keuangan badan usaha milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

 
Pasal 3 

 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut: 

a. pendapatan daerah Rp2.200.231.896.667,81 

b. belanja daerah Rp2.180.564.381.825,00 

surplus Rp  19.667.514.842,81  

c. pembiayaan daerah: 

1. penerimaan Rp 106.680.281.662,36 

2. pengeluaran Rp 26.000.000.000,00 

pembiayaan netto Rp 80.680.281.662,36 
 

Pasal 4 
 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, sebagai berikut: 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp87.797.137.497,19(delapan puluh tujuh miliar tujuh 

ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh 

tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma 

sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pendapatan 

setelah perubahan Rp2.288.029.034.165,00 

2. Realisasi Rp2.200.231.896.667,81 

      selisih lebih Rp     87.797.137.497,19 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp185.144.934.002,00 (seratus delapan puluh lima 

miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus 

tiga puluh empat ribu dua rupiah) dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. anggaran belanja 

setelah perubahan Rp2.365.709.315.827,00 

2. Realisasi Rp2.180.564.381.825,00 

      selisih lebih Rp   185.144.934.002,00 

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit 

sejumlah (Rp97.347.796.504,81) (sembilan puluh tujuh 

miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus 

sembilan puluh enam ribu lima ratus empat koma 

delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai 

berikut: 
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1. anggaran surplus/defisit  

setelah perubahan Rp (77.680.281.662,00) 

2. Realisasi Rp    19.667.514.842,81 

      selisih lebih Rp  (97.347.796.504,81) 

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan 

pembiayaan sejumlah (Rp0,36) (nol koma tiga puluh 

enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

Penerimaan 

1. anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan Rp 106.680.281.662,00 

2. realisasi Rp 106.680.281.662,36 

     selisih lebih Rp (0,36) 

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran 

pembiayaan sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 

rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

Pengeluaran 

1. anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan Rp 29.000.000.000,00 

2. realisasi Rp 26.000.000.000,00 

     selisih lebih Rp 3.000.000.000,00 

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto 

sejumlah (Rp3.000.000.000,36) (tiga miliar koma tiga 

puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan Rp 77.680.281.662,00 

2. realisasi Rp 80.680.281.662,36 

      selisih lebih Rp (3.000.000.000,36) 

 
Pasal 5 

 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut: 

a. jumlah aset Rp 3.358.550.119.753,97 

b. jumlah kewajiban Rp 45.924.521.056,48 

     jumlah ekuitas  Rp 3.312.625.598.697,49 

 
Pasal 6 

 
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 

31 Desember 2023 sebagai berikut: 

a. saldo kas awal 

per 1 Januari 2023 Rp 106.680.281.662,36 
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b. arus kas dari aktifitas operasi Rp 285.515.059.118,81 

c. arus kas dari aktifitas investasi 

non keuangan Rp (265.847.544.276,00) 

d. arus kas dari aktivitas 

pembiayaan Rp (26.000.000.000,00) 

e. arus kas dari aktivitas 

non anggaran Rp 0,00 

f. saldo akhir kas di bendahara 

penerimaan  Rp 0,00 

saldo kas akhir 

per 31 Desember 2023 Rp 100.347.796.505,17 

 

Pasal 7 
 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut: 

a. surplus kegiatan operasional 

1. jumlah pendapatan 

operasional Rp 1.956.914.265.412,79 

2. jumlah beban operasional Rp 1.828.753.103.497,47 

jumlah surplus operasional Rp  128.161.161.915,32 

b. jumlah defisit non 

operasional Rp (1.801.060.702,54) 

c. jumlah defisit luar biasa Rp (1.268.571.400,00) 

surplus laporan operasional Rp 125.091.529.812,78 

 

Pasal 8 
 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang 

berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai 

berikut: 

a. saldo anggaran lebih awal  Rp 106.680.281.662,36 

b. penggunaan SAL sebelumnya Rp 106.680.281.662,36 

sub total Rp 0,00 

c. sisa lebih pembiayaan  

anggaran Rp 100.347.796.505,17 

d. koreksi kesalahan tahun 

sebelumnya Rp 0,00 

      saldo anggaran lebih akhir Rp 100.347.796.505,17 
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Pasal 9 
 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai 

dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut: 

 

a. ekuitas awal Rp 3.192.757.689.941,44 

b. surplus LO Rp 125.091.529.812,78 

c. koreksi persediaan Rp 0,00 

d. koreksi nilai aset tetap Rp (1.525.787.048,45) 

e. koreksi lain-lain  Rp (3.697.834.008,28) 

f. ekuitas akhir Rp 3.312.625.598.697,49 

 

Pasal 10 
 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, untuk tahun yang berakhir 

sampai dengan 31 Desember 2023 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 

keuangan. 

 
Pasal 11 

 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

 Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi; 

 Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang 

diklasifikasikan menurut kelompok 

dan jenis pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan 

pemerintah daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok dan jenis pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja 

menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan 

dan sub kegiatan;  



9 

b. Lampiran II  : Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan 

piutang tidak tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) 

Daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi 

penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam 

pengerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun 

anggaran 2023 dan dianggarkan 

kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya; 

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah; 

 Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) 

Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah; 

 Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan 

laba/rugi) Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 
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Pasal 12 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 13 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

 
 
Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal 
 

BUPATI PEKALONGAN, 
 
 

 
FADIA ARAFIQ 



 

 

 

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN PEKALONGAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENTANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

 

LAMPIRAN I 

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 

TAHUN ANGGARAN 2023 

TAHUN 2024
  

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023

TAHUN 2024 



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

NO. U R A I A N

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

%ANGGARAN
2023

REALISASI
2023

SISA ANGGARAN
2023

( Dalam Rupiah)

  1 PENDAPATAN DAERAH

  2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

    112.968.665.000,00Pendapatan Pajak Daerah  3     110.054.648.276,00       2.914.016.724,00    97,42

     27.086.751.000,00Pendapatan Retribusi Daerah  4      14.959.490.439,00      12.127.260.561,00    55,23

     12.920.089.000,00Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  5      11.051.063.074,00       1.869.025.926,00    85,53

    296.384.235.000,00Lain-lain PAD Yang Sah  6     248.415.824.239,06      47.968.410.760,94    83,82

    449.359.740.000,00     384.481.026.028,06      64.878.713.971,94  7     85,56Jumlah Pendapatan Asli Daerah

  8

  9 PENDAPATAN TRANSFER

 10 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
PERIMBANGAN

     30.864.221.165,00Dana Bagi Hasil 11      29.916.065.126,00         948.156.039,00    96,93

    901.594.412.000,00Dana Alokasi Umum 12     913.291.118.000,00 (    11.696.706.000,00)   101,30

    112.670.944.000,00Dana Alokasi Khusus - Fisik 13     110.610.427.845,00       2.060.516.155,00    98,17

    308.240.108.000,00Dana Alokasi Khusus - Non Fisik 14     296.645.971.804,75      11.594.136.195,25    96,24

  1.353.369.685.165,00   1.350.463.582.775,75       2.906.102.389,25 15     99,79Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

 16

 17 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

     29.255.354.000,00Dana Insentif Daerah 18      29.255.354.000,00    100,00

Dana Otonomi Khusus 19

Dana Keistimewaan 20

    264.941.286.000,00Dana Desa 21     264.899.843.000,00          41.443.000,00    99,98

    294.196.640.000,00     294.155.197.000,00          41.443.000,00 22     99,99Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

 23

 24 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

    161.794.969.000,00Pendapatan Bagi Hasil 25     142.280.181.862,00      19.514.787.138,00    87,94

     21.788.000.000,00Bantuan Keuangan Lainnya 26      21.751.909.002,00          36.090.998,00    99,83

    183.582.969.000,00     164.032.090.864,00      19.550.878.136,00 27     89,35Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

  1.831.149.294.165,00   1.808.650.870.639,75      22.498.423.525,25 28     98,77Total Pendapatan Transfer

 29

 30 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

      7.520.000.000,00Pendapatan Hibah 31       7.100.000.000,00         420.000.000,00    94,41

Pendapatan Dana Darurat 32

Pendapatan Lainnya 33

      7.520.000.000,00       7.100.000.000,00         420.000.000,00 34     94,41Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

 35

  2.288.029.034.165,00   2.200.231.896.667,81      87.797.137.497,19 36     96,16JUMLAH PENDAPATAN

 37

 38 BELANJA DAERAH

 39 BELANJA OPERASI

  1.011.750.117.892,00Belanja Pegawai 40     940.713.411.963,00      71.036.705.929,00    92,98

    536.215.276.623,00Belanja Barang dan Jasa 41     479.981.844.439,00      56.233.432.184,00    89,51

Belanja Bunga 42

Belanja Subsidi 43

    114.700.410.262,00Belanja Hibah 44      92.143.456.232,00      22.556.954.030,00    80,33

     16.176.385.000,00Belanja Bantuan Sosial 45      14.904.550.650,00       1.271.834.350,00    92,14

  1.678.842.189.777,00   1.527.743.263.284,00     151.098.926.493,00 46     91,00Jumlah Belanja Operasi

 47

 48 BELANJA MODAL

     11.652.515.189,00Belanja Modal Tanah 49         144.376.800,00      11.508.138.389,00     1,24

     65.747.004.338,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50      59.058.939.278,00       6.688.065.060,00    89,83

    128.240.225.889,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 51     120.102.250.944,00       8.137.974.945,00    93,65

     77.990.844.886,00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 52      75.139.766.758,00       2.851.078.128,00    96,34

LAMPIRAN I RANCANGAN  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PEKALONGAN
NOMOR    TAHUN  2024  TENTANG  PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN  PENDAPATAN     DAN
BELANJA DAERAH      TAHUN         ANGGARAN         2023



NO. U R A I A N %ANGGARAN
2023

REALISASI
2023

SISA ANGGARAN
2023

( Dalam Rupiah)

      7.240.435.348,00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 53       7.208.167.855,00          32.267.493,00    99,55

      5.170.076.400,00Belanja Modal Aset Lainnya 54       5.124.089.300,00          45.987.100,00    99,11

    296.041.102.050,00     266.777.590.935,00      29.263.511.115,00 55     90,12Jumlah Belanja Modal

 56

 57 BELANJA TAK TERDUGA

      5.300.000.000,00Belanja Tak Terduga 58       1.268.571.400,00       4.031.428.600,00    23,94

      5.300.000.000,00       1.268.571.400,00       4.031.428.600,00 59     23,94Jumlah Belanja Tak Terduga

 60

 61 BELANJA TRANSFER

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 62

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi 63

    385.526.024.000,00Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada

Desa

 64     384.774.956.206,00         751.067.794,00    99,81

    385.526.024.000,00     384.774.956.206,00         751.067.794,00 65     99,81Jumlah Belanja Transfer

 66

  2.365.709.315.827,00   2.180.564.381.825,00     185.144.934.002,00 67     92,17JUMLAH BELANJA

 68

(    77.680.281.662,00)      19.667.514.842,81 (    97.347.796.504,81) 69 (   25,32)SURPLUS / (DEFISIT)

 70

 71 PEMBIAYAAN DAERAH

 72

 73 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

    106.680.281.662,00Penggunaan SiLPA 74     106.680.281.662,36 (                 0,36)   100,00

Pencairan Dana Cadangan 75

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 76

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat 77

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain 78

Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank 79

Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank 80

Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) 81

Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman Daerah 82

Penerimaan Pembiayaan Lainnya 83

    106.680.281.662,00     106.680.281.662,36 (                 0,36) 84    100,00Jumlah Penerimaan Pembiayaan

 85

 86 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

     20.000.000.000,00Pembentukan Dana Cadangan 87      20.000.000.000,00    100,00

      9.000.000.000,00Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 88       6.000.000.000,00       3.000.000.000,00    66,67

Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat 89

Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain 90

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank 91

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 92

Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) 93

Pemberian Pinjaman Daerah 94

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 95

     29.000.000.000,00      26.000.000.000,00       3.000.000.000,00 96     89,66Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

 97

     77.680.281.662,00      80.680.281.662,36 (     3.000.000.000,36) 98    103,86PEMBIAYAAN NETTO

 99

    100.347.796.505,17 (   100.347.796.505,17)100 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)

101

102
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PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
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TAHUN 2024 



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE U R A I A N

    1

TAHUN ANGGARAN 2023

1 2

Hal :

ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN

3

REALISASI

4

JUMLAH (Rp.)

5 = 4 - 3

BERTAMBAH/
(BERKURANG)

(Rp) %

6

   2.288.029.034.165,00PENDAPATAN DAERAH    2.200.231.896.667,81 (     87.797.137.497,19)       96,16

     276.811.945.000,00URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1      242.481.844.714,06 (     34.330.100.285,94)       87,60

     273.938.311.000,00KESEHATAN1      239.901.822.114,06 (     34.036.488.885,94)       87,5802

DINAS KESEHATAN      273.938.311.000,001      239.901.822.114,06 (     34.036.488.885,94)       87,5802 1.02.0.00.0.00.01.0000

       1.663.369.000,00PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1        1.559.384.600,00 (        103.984.400,00)       93,7503

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG        1.663.369.000,001        1.559.384.600,00 (        103.984.400,00)       93,7503 1.03.2.10.0.00.01.0000

       1.210.265.000,00PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN1        1.020.638.000,00 (        189.627.000,00)       84,3304

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

       1.210.265.000,001        1.020.638.000,00 (        189.627.000,00)       84,3304 1.04.2.11.0.00.04.0000

       6.771.418.000,00URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

2        4.093.967.717,00 (      2.677.450.283,00)       60,46

         200.000.000,00PANGAN2          142.461.000,00 (         57.539.000,00)       71,2309

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN          200.000.000,002          142.461.000,00 (         57.539.000,00)       71,2309 2.09.3.27.0.00.01.0000

       2.182.458.000,00PERHUBUNGAN2        1.598.448.200,00 (        584.009.800,00)       73,2415

DINAS PERHUBUNGAN        2.182.458.000,002        1.598.448.200,00 (        584.009.800,00)       73,2415 2.15.0.00.0.00.01.0000

         700.000.000,00KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2          712.359.500,00           12.359.500,00      101,7717

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA          700.000.000,002          712.359.500,00           12.359.500,00      101,7717 2.17.2.07.3.32.01.0000

       1.788.960.000,00PENANAMAN MODAL2          808.992.767,00 (        979.967.233,00)       45,2218

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU        1.788.960.000,002          808.992.767,00 (        979.967.233,00)       45,2218 2.18.0.00.0.00.01.0000

       1.900.000.000,00KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2          831.706.250,00 (      1.068.293.750,00)       43,7719

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA        1.900.000.000,002          831.706.250,00 (      1.068.293.750,00)       43,7719 2.19.3.26.0.00.01.0000

      14.700.775.000,00URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN3        7.036.434.726,00 (      7.664.340.274,00)       47,86

         485.301.000,00KELAUTAN DAN PERIKANAN3          359.222.100,00 (        126.078.900,00)       74,0225
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